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Abstrak

Penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung
dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)”.
Fenomena Masalah yaitu belum optimalnya Implementasi Kebijakan
Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah
Menengah Pertama (SMP). Teori yang digunakan teori Implementasi
Kebijakan (Edward III), yang terdiri dari 4 dimensi : Komunikasi, Sumber
Daya, Disposisi, dan Birokrasi. Metode yang digunakan bersifat deskriptif
interaktif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data
melalui: Wawancara mendalam, Observasi, dan Studi Pustaka. Informan
terdiri dari 9 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi
Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus
Sekolah Menengah Pertama (SMP) optimal dilihat dari 3 (tiga) dimensi yang
optimal dari 4 (empat) dimensi yang ada, yaitu : (1) Komunikasi : cukup
baik, terlihat dari adanya komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan di
lintas sektor; (2) Sumber Daya : belum optimal, dilihat dari sarana dan
prasarana yang kurang mendukung dan adanya kendala yang masih
dirasakan oleh beberapa siswa; (3) Disposisi : cukup baik, dilihat dari
sikap pelaksana kebijakan yang saling berkomitmen dan mendukung
satu sama lain, dan; (4) Birokrasi : cukup baik, dilihat dari kejelasan
struktur, tugas pokok dan fungsi serta pembagian wewenang yang jelas.
Kata Kunci: Implementasi, Penaganan, Putus Sekolah.

Abstract
The research is entitled “Implementation of Bandung City Government
Policy in Handling Junior High School Dropouts”. The phenomenon of the
problem is that the implementation of Bandung City Government policies
in handling junior high school dropouts is not optimal. The theory used is
Policy Implementation theory (Edward III)), which consists of 4
dimensions: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucracy.
The method used is descriptive interactive with a qualitative approach.
Data collection techniques through: In-depth interviews, observations, and
literature studies. The informants consisted of 9 informants. The results
showed that the Bandung City Government's Policy Implementation in
Handling Junior High School Dropouts was optimal as seen from 3 (three)
dimensions that were optimal from 4 (four) dimensions, namely: (1)



Communication: quite good, seen from the communication and coordination
carried out across sectors; (2) Resources: not optimal, seen from the
facilities and infrastructure that are less supportive and the obstacles
that are still felt by some students; (3) Disposition: quite good, seen from
the attitude of policy implementers who are committed and supportive of
each other, and; (4) Bureaucracy: quite good, seen from the clarity of the
structure, main tasks and functions and a clear division of authority.
Keywords: Implementation, Treatment, School Dropout

PENDAHULUAN

Banyaknya program pemerintah yang ditujukan untuk
pendidikan, namun angka putus sekolah masih terus meningkat.
Permasalahan putus sekolah masih menjadi duri bagi
pemerintah, selain itu penyebab dan solusinya masih diselidiki.
Penyebab biasanya, bukan lagi masalah ekonomi yang menjadi
masalah utama atau paling umum. Pemerintah seharusnya dapat
merenungkan pada permasalahan yang menjadi penyebab pada
putus sekolah, menggali lebih dalam dan melakukan analisis yang
lebih rinci. Sebab, pemerintah dan lembaga lainnya memberikan
beasiswa yang hanya mendukung isu-isu ekonomi dan kurang
menekan kepada isu-isu lainnya.

Meninjau beberapa peraturan yang telah ditetapkan, pada
Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak memperoleh pendidikan guna mencerdaskan
kehidupan bangsa. Lebih lanjut, penyelenggaraan pendidikan juga
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai ketentuan
umum, dasar, fungsi, dan tujuan, penyelanggaraan pendidikan,
hak dan kewajiban, dan lain-lain. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar, Pasal 3
Ayat (2) mengatur bahwa penyelenggaraan wajib belajar pada
pendidikan formal meliputi SD, MI, SMP, MTS dan bentuk lainnya
yang sederajat. Meskipun dalam penyelenggaraan sistem pendidikan
telah diatur oleh pemerintah, namun terkadang penerapan

kebijakan tersebut kurang memadai.

Putus sekolah adalah keadaan di mana seorang anak



berhenti ataupun tidak melanjutkan pendidikannya sebelum
mencapai jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya,
karena biaya pendidikan yang terus meningkat. Ada juga
berbagai pengeluaran lainnya seperti : buku, seragam, kegiatan
ekstrakurikuler, dil. Program pendidikan gratis yang
dilaksanakan oleh pemerintah dinilai masih belum efektif dalam
meningkatkan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, tidak
mengherankan jika banyak anak usia sekolah yang terpaksa
putus sekolah karena masalah keuangan. Selain itu, salah satu
penyebab anak putus sekolah adalah kurangnya kesadaran
orang tua akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak
yang lebih baik.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah
meresponsnya dengan cara mengeluarkan  kebijakan dan
peraturan. Dalam pembukaan UUD 1945, sudah jelas disebutkan
“Mencerdaskan kehidupan bangsa” yang artinya penyelenggaraan
pada pendidikan merupakan permasalahan yang serius, dan lebih
tepatnya dituangkan pada Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan
bahwa “Negara wajib mengatur dan melaksanakan sistem
pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penguatan
Pendidikan Karakter mendorong terlaksananya pendidikan karakter
di sekolah dan melalui Perpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Pada 4 Perpres tentang inklusi
sosial, ini membuka mata kita terhadap kenyataan bahwa pada
penyelenggaraan pendidikan wajib bagi seluruh masyarakat di

Indonesia, tanpa terkecuali.



Grafik 1.1. Angka Putus Sekolah SMP
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Berdasarkan grafik di atas, pada beberapa tahun
terakhir angka putus sekolah mengalami penutunan pada tahun
2014 dan tahun 2015 secara signifikan, sedangkan pada tahun
2016-2017 mengalami kenaikan yang cukup drastis dari tahun
sebelumnya. Selain itu, menurut Website Resmi Kota Bandung
(2024), Kota Bandung merupakan kota terbesar di Jawa Barat dan
Kota terbesar keempat di 5 Indonesia setelah Jakarta, Kota
Surabaya dan Kota Medan.

Grafik 1.2. Data Anak Putus Sekolah Kota Bandung Tahun 2022
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Berdasarkan grafik di atas, adapun data Dinas



Pendidikan Kota Bandung (2023) menunjukkan antara tahun
2019 hingga 2022 terdapat 117 anak yang putus sekolah pada
tingkat SMP. Angka tersebut menunjukkan masih terdapat anak
usia sekolah yang tidak mempunyai kesempatan untuk
bersekolah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
menyebutkan bahwa: “pengelolaan pendidikan menjadi tanggung
jawab pemerintah kota di dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa”. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi
masalah masih tingginya angka putus sekolah. Permasalahan
putus sekolah di tingkat SMP bukan lagi menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat, maka Pemerintah Kota Bandung ikut berperan
di dalam permasalahan putus sekolah tersebut. Hal ini sejalan
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang mengatur pada urusan pemerintahan

di daerah termasuk urusan pendidikan.

Persoalan angka putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)
menjadi topik pembahasan yang menarik dan penting. Meski
sudah terdapat pedoman mengenai wajib belajar, angka putus
sekolah masih menjadi permasalahan. Dampak negatif putus
sekolah tidak hanya dirasakan masyarakat sekitar, namun juga
lintas komunikasi dan pemerintah daerah. Persoalan inilah
penting, karena pada angka putus sekolah berkorelasi dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) merupakan salah satu parameter kinerja
pembangunan daerah dan mewakili pengukuran indeks di
beberapa bidang, termasuk pada bidang pendidikan. Hal ini
merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan di
bidang pendidikan, artinya semakin tinggi angka putus sekolah
maka semakin buruk kondisi pendidikan di suatu daerah dan
semakin tidak merata. Pada sisi lain, angka putus sekolah yang

lebih rendah menunjukkan pada kondisi pendidikan yang lebih



baik dan merata.

Gambar 1.1 Pertumbuhan IPM Kota Bandung tahun 2018-2023
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Sumber : BPS Kota Bandung, 2024
IPM Kota Bandung mengalami kenaikan pada beberapa
tahun kebelakang sedangkan pada tiga tahun terakhir
mengalami ketidak stabilan, sehingga dalam IPM yang ada di
Kota Bandung dapat berdampak negatif pada pertumbuhan
perekonomian, sehingga perlunya implementasi yang efektif

dalam meningkatkan IPM salah satunya di bidang pendidikan.

Mengingat kondisi pendidikan pada jenjang pendidikan
menengah yang belum merata dan masih tingginya angka putus
sekolah, pengembangan program sangatlah mungkin untuk
dilaksanakan, permasalahan Implementasi Kebijakan Pemerintah
Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah
Pertama (SMP), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi
Komunikasi diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan yang
efektif, serta proses penyampaian informasi komunikator ke
komunikan untuk menginformasikan apa yang perlu
dipersiapkan dan apa yang perlu dilaksanakan di dalam
kebijakan untuk mencapai tujuan, sehingga tujuan kebijakan
dapat tercapai sesuai. Dalam hal ini bahwa pemerintah telah
berperan dan mengkomunikasikan pelaksanaan pendidikan

tinggi, sedangkan masyarakat masih mengalami keterbatasan



informasi dalam pendidikan, sehingga komunikasi
implementasi kebijakan dalam penanganan anak putus
Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum dikomunikasikan
dengan baik, sehingga angka putus sekolah masih cukup
tinggi; hal ini didukung oleh website bandungbergerak.id (2022)
bahwa sebagian warga Kota Bandung tidak dapat melanjutkan
sekolahnya, meskipun Pemerintah Kota Bandung telah
mengkomunikasikan dan mendukung anak anak di Kota
Bandung untuk terus bersekolah.

. Sumberdaya
Sumber Daya Manusia meliputi Sumber Daya Anggaran (SDA)

dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana yang harus cukup
dalam menerapkan kebijakan. Dalam hal ini bahwa pemerintah
telah memberikan beasiswa rawan melanjutkan pendidikan
kepada warga Kota Bandung, namun masih terjadinya
masalah yang bukan hanya SDM tetapi SDA dan terlalu fokus
pada aspek finansial dalam mengatasi putus sekolah,
sedangkan masyarakat masih rendah mendukung pendidikan.
Sehingga, rendahnya dukungan terhadap pendidikan
berpengaruh pada melemahkan kualitas SDM Kota Bandung,
hal tersebut juga didukung oleh website bandungbergerak.id
(2023) Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah
penduduk setiap tahunnya sehingga permasalahan tidak
hanya di bidang SDA namun SDM, khususnya dalam
dukungan terhadap pendidikan.

. Disposisi

Disposisi dalam hal ini adalah kemauan, keinginan dan
kecenderungan dari pelaku kebijakan untuk dapat
melaksanakan kebijakan dengan baik. Dalam hal ini,
pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan
dan bantuan dana pendidikan, sedangkan masyarakat masih
kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan,

sehingga masih terjadinya mengesampingkan faktor penyebab



lainnya seperti : masalah lingkungan dan pribadi, hal ini juga
didukung oleh penelitian Fauzi, Ahmad dkk (2012) bahwa
penyebab anak putus sekolah ialah kurangnya minat anak
untuk bersekolah, keadaan keluarga yang tidak harmonis,
lemahnya ekonomi keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal
dan pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
4. Birokrasi

Birokrasi dalam hal ini diciptakan dan mempunyai tujuan
sebagai alat untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini
mencakup beberapa aspek seperti : struktur birokrasi, pembagian
kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi, dalam hal ini
Pemerintah Kota Bandung telah memiliki struktur birokrasi
yang jelas dalam menangani permasalahan yang ada
sedangkan sebagian masyarakat Kota Bandung di sekitar belum
merasakan layanan pendidikan secara layak, seperti banyak
kursi zonasi yang diisi oleh siswa yang jauh rumahnya,
sehingga masyarakat merasa belum adanya kesadaran atau
kepentingan umum dalam aspek- aspek ini, hal ini didukung
oleh www.jabar.tribunnews.com. Berdasarkan latar belakang di
atas, maka peneliti termotivasi melakukan penelitian dengan
mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota
Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah

Pertama (SMP)”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti
menggunakan tipe penelitian ini dengan maksud untuk
menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang
telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi
yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar
masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah



lembaga yang diberi wewenang terkait : “Implementasi Kebijakan
Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus
Sekolah Menengah Pertama (SMP)”. Pada lembaga - lembaga yang
ada ini, maka didapatkan data tentang pelaksanaan kebijakan
yang sudah atau sedang berjalan.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, ada
berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh
peneliti, yaitu: 1) Wawancara, 2) Observasi, dan 3) Studi Pustaka.
Adapula teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 1)

Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pada penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan
Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus
Sekolah, dengan analisis teori yang digunakan dari G. C. Edward
ITII, bahwa teori ini mefokuskan pada empat faktor utama yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi merupakan faktor pertama yang diperlukan di
dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif, bahwa mereka yang
bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan keputusan
haruslah mengetahui dengan jelas apa yang seharusnya mereka
lakukan. Komunikasi ini harus akurat dan dipahami dengan
baik oleh para pelaksana. Komunikasi diperlukan untuk
pelaksanaan kebijakan yang efektif, serta proses penyampaian
informasi komunikator ke komunikan untuk
menginformasikan apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang
perlu dilaksanakan di dalam kebijakan untuk mencapai tujuan,
sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai, dalam hal
ini komunikasi yang terjadi adalah yang berhubungan dengan
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam
Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP).

2. Sumber Daya Faktor kedua, merupakan instruksi pelaksanaan

dapat diberikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika



para pelaksana kekurangan sumber daya yang dapat
diperlukan, pelaksanaan kebijakan cenderung tidak efektif.
Sumber daya yang penting mencakup personel yang cukup dan
memiliki keterampilan yang sesuai untuk melaksanakan
tugas, serta informasi, kewenangan, dan fasilitas yang
diperlukan untuk mengubah proposal kebijakan menjadi
layanan publik yang berfungsi. Sumber Daya Manusia (SDM)
meliputi : Sumber Daya Anggaran (SDA) dan Sumber Daya
Sarana dan Prasarana yang harus cukup dalam menerapkan
kebijakan, dalam hal ini adalah Sumber Daya pada
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam
Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP).

. Disposisi Faktor ketiga merupakan disposisi, bahwa apabila
para pelaksana memiliki sikap yang baik terhadap suatu
kebijakan tertentu, mereka lebih cenderung untuk
melaksanaannya sesuai dengan yang diinginkan oleh para
pembuat keputusan awal. Namun, jika sikap atau pandangan
para pelaksana berbeda dengan yang diinginkan oleh para
pembuat keputusan, pelaksanaan kebijakan menjadi lebih
rumit. Disposisi dalam hal ini adalah kemauan, keinginan dan
kecenderungan dari para pelaku kebijakan untuk dapat
melaksanakan kebijakan dengan Dbaik, dalam hal ini
merupakan yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan
Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus
Sekolah Menengah Pertama (SMP).

. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi merupakan dimensi
terakhir dalam implementasi kebijakan, bahwa para pelaksana
kebijakan mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan dan
memiliki sumber daya yang cukup, namun ketika 83 mereka
masih bisa mengalami hambatan dalam pelaksanaannya
karena struktur organisasi di mana mereka beroperasi, dua
karakteristik utama dari birokrasi adalah prosedur operasional

standar (SOPs) dan fragmentasi. Birokrasi dalam hal ini



diciptakan dan mempunyai tujuan sebagai alat untuk
menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup beberapa
aspek seperti : struktur birokrasi, pembagian kewenangan,
hubungan antar unit unit organisasi dan yang berhubungan
dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung
dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama

(SMP).

Pada faktor pertama, komunikasi sangat penting di dalam
implementasi kebijakan. Informasi tentang kebijakan haruslah
sampai dengan jelas, akurat dan konsisten kepada para
pelaksana kebijakan agar mereka dapat mengetahui apa yang
harus mereka persiapkan dan lakukan untuk mencapai tujuan
kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah
dilakukan, pada faktor pertama “komunikasi” dapat dijelaskan
bahwa komunikasi yang terjadi sudah baik dengan adanya usaha
ataupun penanganan yang diberikan dari dinas setempat, sekolah
maupun dari pihak lainnya, melalui : penyetaraan pendidikan,
pemberian beasiswa bagi yang membutuhkan, pendampingan dari
pihak guru BK, dan koordinasi yang dilaksanakan di lintas sekor
untuk menangani permasalahan yang ada. Selain itu adapun
faktor keberhasilan dalam komunikasi ini, bahwa adanya
penanganan dan koordinasi satu sama lain yang mendukung,
baik dari pemerintah setempat, dinas, maupun pihak sekolah
dalam penanganan anak putus sekolah, sehingga adanya
pendekatan secara internal maupun eksternal dari pihak tersebut
pada anak yang bersangkutan, sedangkan faktor kegagalan dalam
komunikasi disini ialah masih terjadinya slowrespon dari
beberapa keluarga atau pihak sekolah dalam menerima informasi
yang diberikan baik dari dinas setempat maupun dari pihak

sekolah yang bersangkutan pada anak tersebut.

Pada faktor kedua, sumber daya yang cukup adalah kunci

dalam implementasi kebijakan, dan jika sumber daya tidak



mencukupi, implementasi kebijakan akan gagal. Sumber daya ini
yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, dana dan
kemampuan organisasional. Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara yang telah dilakukan, pada dimensi sumber daya
bahwa belum optimal dilhat dari sarana dan prasarana yang
kurang mendukung seperti : melengkapi kebutuhan untuk
mendukung anak yang bersangkutan untuk terus belajar,
meskipun menggunakan anggaran secara pribadi guru atau pihak
management sekolah sebagai bentuk kasih sayang dan motivasi
yang dapat mendorong nya, selain itu masih adanya kendala yang
dirasakan oleh beberapa siswa yang bersangkutan. Selain itu
adapun faktor keberhasilan dalam sumber daya ini adalah
kerjasama dari beragam pihak baik dari dinas, sekolah maupun
pemerintah setempat untuk dapat mendorong anak dan keluarga
yang bersangkutan untuk dapat tetap bersekolah dengan layak
sebagaimana yang dirasakan pada anak yang lainnya, sedangkan
faktor kegagalan dalam sumber daya ini yaitu : belum adanya
dana khusus untuk penanganan anak putus Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di Kota Bandung yang dirasakan baik dari
sekolah-sekolah maupun dari anak dan keluarga dari pihak yang
bersangkutan, sehingga anggaran yang dikeluarkan merupakan
bentuk kasih sayang guru dan pihak sekolah dengan
menggunakan dana pribadi untuk dapat mendorong anak

tersebut dalam pembelajaran maupun permasalahan lainnya.

Pada faktor ketiga, dalam disposisi atau sikap para
pelaksana kebijakan juga mempengaruhi keberhasilan
implementasi. Sikap positif dan komitmen yang kuat dari para
pelaksana sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah
dilakukan pada dimensi ketiga yaitu “disposisi” cukup baik,
dilihat dari sikap pelaksana kebijakan sangat berkomitmen dan
menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sikap

pelaksana kebijakan di tingkat sekolah dengan adanya koordinasi



yang selalu terjalin dan seluruh pihak berkomitmen serta
mendukung satu samalain selalu mengerakan untuk terus dapat
melanjutkan pendidikan formal maupun non formal dan
dukungan lainnya seperti : pendampingan dan konseling.
Pengawasan yang terjadi baik, dengan monitoring dan evaluasi
(monef) yang rutin dilaksanakan. Selain itu adapun faktor
keberhasilan dalam disposisi ini, bahwa adanya sikap pelaksana
yang saling berkomitmen dan menjadi perpanjangan tangan atau
yang menjembatani dari pemerintah pusat di Kota Bandung yang
mendukung satu sama lain untuk terus mengupayakan tentang
program- program atau kebijakan mengenai pendidikan
khususnya pada penanganan Anak Putus Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di Kota Bandung dengan pendampingan,
konseling, dan evaluasi yang dilaksanakan. Sedangkan yang
menjadi faktor kegagalan dalam disposisi yaitu meskipun adanya
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dinas ataupun
pihak sekolah yang bersangkutan, namun masih sering terjadinya
kurangnya pemahaman dari pihak keluarga tentang pentingnya
pendidikan, sehingga seringkali mengesampingkan faktor

penyebab lainnya seperti motivasi atau dukungan yang diberikan.

Pada faktor keempat atau yang menjadi faktor terakhir ialah
birokrasi yang mempengaruhi pada implementasi kebijakan.
Dalam struktur birokrasi yang efektif dan dapat mengkoordinasi
tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan
kebijakan sangat penting. Birokrasi yang tidak efektif dapat
menghalangi terjadinya koordinasi yang diperlukan dalam
melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara yang telah dilakukan, pada dimensi terakhir yaitu
“birokrasi” cukup baik, dilihat dari kejelasan struktur, tugas
pokok dan fungsi serta pembagian kewenangannya jelas dalam
penanganannya, selain itu SOP yang ada juga diidentifikasi
pada permasalahannya terlebih dahulu dan aktif disosialisasikan

serta publikasikan pada media sosial untuk menyebar luaskan



informasi agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman dan
informasi yang diberikan. Selain itu adapun faktor keberhasilan
dalam dimensi birokrasi ini yaitu bahwa jelasnya pembagian
wewenang dan tugas tanggung jawab pada penanganan anak
putus sekolah ini, sehingga tidak ada tumpang tindih atau
penyalah gunaan wewenang yang terjadi, adapun yang menjadi
faktor kegagalan dalam birokrasi disini ialah, masih adanya
perbedaan penginputan data pada anak putus sekolah
tergantung pada indentifikasi atau klasifikasi yang diperlukan,
serta terjadinya perbedaan SOP yang disesuaikan pada
penanganan permasalahan yang ada, sehingga belum terjadinya

penyamarataan langkah untuk penanganan lebih lanjut.

KESIMPULAN
Pada analisis tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah

Kota Bandung Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah
Pertama (SMP) yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
mengambil kesimpulan bahwa cukup baik pada Implementasi
Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak
Putus Sekolah dilihat dari : Komunikasi, cukup baik dengan
adanya usaha ataupun penanganan yang diberikan dari dinas
setempat, sekolah maupun dari pihak lainnya, melalui

penyetaraan pendidikan, pemberian-pemberian beasiswa bagi
yang membutuhkan, pendampingan dari pihak guru BK, dan
koordinasi yang dilaksanakan di lintas sektor untuk menangani
permasalahan yang ada. Sumber daya dalam hal ini belum
optimal dilhat dari sarana dan prasarana yang kurang
mendukung, misalnya : melengkapi kebutuhan anak yang
bersangkutan untuk terus belajar menggunakan anggaran secara
pribadi guru atau pihak management sekolah sebagai bentuk
kasih sayang dan motivasi yang dapat mendorongnya, selain itu
masih adanya kendala yang dirasakan oleh beberapa siswa yang

bersangkutan. Disposisi cukup baik, dilihat dari sikap pelaksana



kebijakan sangat berkomitmen dan menjadi perpanjangan
tangan dari pemerintah pusat, sikap pelaksana kebijakan di
tingkat sekolah dengan adanya koordinasi yang selalu terjalin dan
seluruh pihak berkomitmen serta mendukung satu samalain
selalu menggerakan untuk terus dapat melanjutkan pendidikan
formal maupun non formal dan dukungan lainnya seperti

pendampingan dan konseling. Pengawasan yang terjadi baik,
dengan monitoring dan evaluasi (monef) yang rutin dilaksanakan.
Birokrasi  Struktur birokrasi cukup  Dbaik, dilihat dari
kejelasan struktur, tugas pokok dan fungsi serta pembagian
kewenangannya jelas dalam penanganannya, selain itu SOP yang
ada juga diidentifikasi pada permasalahannya terlebih dahulu
dan aktif disosialisasikan serta publikasikan pada media sosial
untuk menyebar luaskan informasi agar tidak terjadi
kesenjangan pemahaman dan informasi yang diberikan. Selain
itu adapun faktor keberhasilan dalam birokrasi yaitu adanya
pembagian wewenang dan tugas tanggung jawab yang
jelas dalam penanganan anak putus sekolah sehingga tidak
pelimpahan wewenang yang terjadi, adapun yang menjadi faktor
kegagalan bahwa terdapat perbedaan penginputan data pada
anak putus sekolah tergantung pada klasifikasi yang diperlukan,
dan terjadinya perbedaan SOP yang disesuaikan pada

penanganan permasalahan yang ada.
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